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Abstrak
 

Tesis ini membahas kasus yang ada pada Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp.

Terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai kewenangan pemegang protokol notaris untuk

melakukan pembetulan akta dari seorang werda notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan

Perubahannya, kewenangan pemegang protokol notaris hanyalah mengeluarkan salinan akta, Grosse akta,

dan kutipan akta. Namun, Pengadilan Negeri Cilacap mengeluarkan penetapan yang mengizinkan seorang

pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan tulis/ketik dari akta notaris

yang ia simpan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan dari

pengadilan dalam memberikan izin kepada pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta

dan tata cara pembetulan akta dari werda notaris yang tepat. Untuk menjawab permasalahan tersebut,

digunakan metode penelitian berupa yuridis normatif, yang bersumber pada data sekunder dari berbagai

dokumen. Adapun tipe peneltian ini adalah eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah pengadilan tidak

berwenang untuk mengeluarkan penetapan yang memberikan izin kepada Pemegang Protokol Notaris untuk

melakukan pembetulan kesalahan ketik/tulis pada akta werda notaris. Hal ini karena akta yang bersangkutan

merupakan kepentingan dari para pihak yang membuat akta, bukan kepentingan notaris. Sehingga penetapan

tersebut harus dilakukan pembatalan. Oleh karena itu, pembetulan akta dapat dilakukan dengan cara para

pihak dalam akta mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan

bunga kepada werda notaris, sekaligus memperbolehkan pembetulan akta dilakukan oleh pemegang

protokol notaris. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peraturan mengenai mekanisme pembetulan

kesalahan tulis/ketik pada akta setelah notaris yang membuat akta tersebut telah pensiun atau menjadi werda

notaris.

......This thesis is based on the case described in the Cilacap District Court Decision No. 114/Pdt.P/2018/Pn

Clp. There is an absence of the law that regulates the authority of the holder of the protocol notary to correct

the typo in superannuated notary deed. In Notary Position Regulations and amendment, the authority of the

holder of the protocol notary are issued a copy of the deed, grosse of the deed, and extract of the deed.

However, Cilacap District Court was issued a decree that allows the holder of the protocol notary to make

corrections to typographical errors in superannuated notary deed. The problems raised in this research are

the authority of the District Court in granting the authority to the holder of the protocol notary to correct the

superannuated notary deed and the procedures to correct superannuated notary deed rightly. To answer this

problem, a normative juridical research method is used, with explanatory research typology. The collecting

data tools for this research is study document through the literature. The result of the analysis of this

research is that District Court is not authorized to issue a determination which contains authorizes the holder
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of the Notary Protocol to make a correction of typos / write on the superannuated notary deed. This is

because the deed is the interest of the parties who made the deed, not the interests of the notary. So, the

determination must be cancelled. Therefore, the correction of the deed can be done by means of the parties

in the deed filing a lawsuit to the court to ask for reimbursement of costs, compensation, and interest from

the superannuated notary, as well as allowing the deed correction to be carried out by the notary protocol

holder. Suggestions from this research is that there is a need for regulations regarding the mechanism for

correcting typographical errors in the deed after the notary who made the deed has retired or becomes a

superannuated notary.


